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MOTTO 

“If you don’t get out the box you’ve been raised in, you won’t understand how 

much bigger the world is” 

“Jika kamu tidak pernah keluar dari kotak dimana kamu dibesarkan, maka kamu 

tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia itu”* 

( Angelina Jolie ) 

 

  

 
*  Angelina Jolie, 2016, Brainy Quotes diakses melalui 

https://www.brainyquote.com/quotes/angelina_jolie_644397 diakses pada 1 Juli 2019 pukul 18.32 
WIB 
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RINGKASAN 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan dasar hukum dari 
Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan suatu hak atas tanah yang lazim 
digunakan sebagai jaminan kredit di Indonesia. Namun dalam praktiknya di 
Indonesia, seringkali dijumpai kerancuan pemahaman (salah menerapkan hukum) 
tentang pendaftaran objek Hak Tanggungan pada kantor pertanahan sehingga hal 
ini seringkali memicu sengketa antara kreditur dan debitur. Terkait dengan uraian 
tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum 
pada peralihan Hak Tanggungan dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP HAK TANGGUNGAN PT. ALDY WIJAYA YANG BERADA 
PADA PENGUASAAN PIHAK KETIGA (Analisa Putusan Nomor 
27/Pdt.G/2017/PN.Byw)” 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah  apakah aset Perseroan Terbatas (PT) 
dapat dijadikan jaminan kredit secara pribadi oleh Direktur PT, apakah Hak 
Tanggungan yang beralih dalam penguasaan pihak ketiga sebelum terjadi pelunasan 
utang merupakan perbuatan melawan hukum dan apa pertimbangan hukum hakim 
dalam perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw yang mengabulkan sebagian gugatan 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan skripsi 
ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan 
yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program 
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Untuk mengembangkan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus 
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian meliputi tipe 
penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statuse approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan 
hukum deduktif, dari bahan hukum yang bersifat umum mengerucut kepada bahan 
hukum yang bersifat khusus. 

Tinjauan pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan 
pengertian-pengertian yuridis yang meliputi: Pertama yaitu mengenai perlindungan 
hukum, Pengertian perlindungan hukum dan macam-macam perlindungan hukum, 
pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang 
– undangan yang ada di Indonesia. Kedua mengenai perjanjian, pengertian 
perjanjian, asas-asas perjanjian dan macam – macam perjanjian yang dikutip oleh 
penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di 
Indonesia. Ketiga mengenai perseroan terbatas, pengertian perseroan terbatas dan 
ruang lingkup perseroan terbatas  yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber 
bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Keempat mengenai 
hak tanggungan, pengertian hak tanggungan dan subjek dan objek hak tanggungan 
yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – 
undangan yang ada di Indonesia.  

Hasil dari penelitian ini adalah aset dari sebuah PT tidak dapat digunakan 
oleh direksi PT sebagai jaminan atas suatu utang pribadi dan Hak Tanggungan tidak 
dapat beralih kepada kreditur lain atau pihak ketiga tanpa adanya sebab-sebab yang 
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telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang Pertama, perbuatan direktur 
PT menggunakan aset PT sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang secara 
pribadi adalah salah dan tidak dapat dilakukan. Kedua, perbuatan direktur PT 
menggunakan aset PT sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang secara 
pribadi merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ketiga, putusan hakim dalam 
putusan nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw adalah tidak tepat karena bertentangan 
dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana suatu hakim 
sama sekali tidak menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 
sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw. 

Saran dari penulisan skripsi ini adalah Pertama, hendaknya suatu utang 
yang dijamin dengan Hak Tanggungan di daftarkan terlebih dahulu pada kantor 
pertanahan agar mempunyai perlindungan hukum. Seharusnya hakim lebih teliti 
lagi dalam memutus perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw sehingga sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hendaknya hakim 
lebih teliti dalam memutus suatu perkara agar menjadi sebuah putusan yang 
berkepastian, berkeadilan dan mempunyai kemanfaatan. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan utama kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang di utamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap kreditur- kreditur lain. Berdasarkan pengertian di atas 

maka pemegang hak tanggungan memiliki hak preferensi (Droit de preference) 

yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang 

terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas.1 

Jaminan merupakan unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan 

unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur 

mengembalikan utangnya, jaminan hanya dapat berupa barang atau hak tagih yang 

dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Penyebutan jaminan yang diikat dengan 

benda tertentu yang diperjanjikan antara kreditur dengan debitur dan atau pihak 

ketiga, dapat dipahami sebagai konsekuensi logis atas adanya jaminan kebendaan 

dan jaminan perorangan.2 Pada umumnya lembaga perkreditan atau Bank tidak 

akan memberikan fasilitas kredit kepada siapapun tanpa jaminan.3 

Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang berbunyi 

“Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 

untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Berdasarkan 

                                                             
1 Frieda Husni Hasbullah, 2010, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi 

Jaminan,Jakarta, Ind.Hill Co, hlm.17  
2 Herowati Poesoko, 2007, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik, 

Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm.33 
3 T. Hazwan Syahri Harumy, researchgate.net, 2015, Segi-Segi Hukum Perjanjian Kredit 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan, melalui https://www.researchgate.net/publication/Segi-
Segi_Hukum_Perjanjian_Kredit_Dengan_Jaminan_Hak_Tanggungan, diakses pada 11 Maret 2019 
08.53 WIB 
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isi pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dapat dikatakan bahwa 

apabila debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Inilah yang 

lazim disebut parate executie atau eksekusi langsung. 

Merujuk rumusan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 

proses eksekusi dilakukan tanpa campur tangan atau melalui pengadilan. Dengan 

kata lain tak perlu meminta fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Hak dari 

pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas 

kekuasaan sendiri adalah hak berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

dengan Tanah, jadi tanpa perjanjian pun hak itu sudah lahir. 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit/pembiayaan.4 Pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 11 kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit menurut Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 27/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum (PBI 7/2005) Pasal 1 Angka 5 adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

setalah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.5 Perjanjian kredit 

dilakukan antara bank dengan nasabah dengan dasar kepercayaan pada nasabah 

                                                             
4 Kasmir, 2000, Manajemen Perbankan, Jakarta,Rajawali Press, hlm. 1-2 
5 Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani,2018, Credit 

Top Secret (buku pintar perjanjian kredit dan penyelesaian piutang macet), Yogyakarta, Penerbit 
ANDI, hlm. 74 
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bahwa nasabah akan mengembalikan prestasi pada suatu waktu  yang telah di 

sepakati bersama  disertai dengan kontra prestasi berupa bunga. Pemberian kredit 

tentu tidak dapat di berikan dengan serta merta. Pemberian kredit haruslah melalui 

beberapa pertimbangan termasuk jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah atau 

calon debitur. Umumnya, masyarakat menggunakan Hak Tanggungan  sebagai 

jaminan dalam mengajukan permohonan kredit kepada bank.  

Persoalan yang dihadapi oleh pihak bank selaku kreditur dalam 

menggunakan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit bank adalah mengenai 

eksekusi Hak Tanggungan jika nasabah tidak menjalankan kewajibannya 

(wanprestasi). Apabila Hak Tanggungan yang diberikan kepada pihak bank 

tersebut bukan milik pemberi jaminan dan berasal dari suatu sebab yang tidak halal 

maka bank sebagai penerima jaminan memerlukan perlindungan terhadap 

kepentingan hukumnya. Hal ini dapat menyebabkan batalnya perjanjian karena 

bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang 

syarat sah perjanjian. 

Di sisi lain, Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit memiliki 

keterkaitan dengan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Dalam perjanjian kredit, Hak Tanggungan bersifat accesoir 

yang timbulnya perjanjian jaminan disebabkan adanya perjanjian pokok. Jadi Hak 

Tanggungan bukanlah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya 

perjanjian pokok.  

Contoh kasus yang terjadi di kabupaten Banyuwangi, dalam Putusan Nomor 

27/Pdt.G/2017/PN.Byw menyebutkan bahwa jaminan Hak Tanggungan milik PT. 

Aldy Wijaya dapat beralih kepada pihak ketiga sebelum adanya pelunasan utang 

atau hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya dan/atau hapusnya hak tanggungan. 

PT. Aldy Wijaya terikat perjanjian kredit konstruksi (Perjanjian KYG) dengan 

Bank BTN, dengan jaminan berupa Hak Tanggungan atas sejumlah sertifikat tanah 

hak milik yang merupakan aset PT. Aldy Wijaya. Nantinya diatas lahan tersebut 

akan dipergunakan sebagai lahan pembangunan Garuda Regency, sebagaimana 

diuraikan dalam akta perjanjian Nomor 47 tanggal 31 Mei 2012. Kemudian 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 
 

diketahui muncul perjanjian baru (perjanjian penyertaan modal) dengan pihak 

ketiga yaitu Heru Supriyadi dan Luki Setiabudi sebagaimana diuraikan dalam akta 

perjanjian penyertaan modal Nomor 96 tanggal 27 Oktober 2014 dengan jaminan 

sertifikat tanah hak milik yang sama, yang terlebih dahulu telah dijadikan sebagai 

jaminan kredit berupa Hak Tanggungan pada Bank BTN, sehingga sertifikat tanah 

hak milik yang di jaminkan kepada Bank BTN dan seharusnya berada dalam 

penguasaan bank berpindah dan berada dalam penguasaan pihak ketiga, yaitu Heru 

Supriyadi dan Luki Setiabudi selaku kreditur dalam perjanjian penyertaan modal 

Nomor 96 tanggal 27 Oktober 2014. 

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan dengan Tanah telah ditentukan bahwa jaminan Hak 

Tanggungan dapat beralih dari kreditur apabila telah terjadi pelunasan utang. Hak 

Tanggungan yang telah berada di tangan kreditur juga tidak dapat dijadikan sebagai 

jaminan dalam perjanjian lain. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah Hak 

Tanggungan yang di jaminkan kepada kreditur, dalam hal ini adalah bank dapat 

berpindah kepada pihak lain sebelum adanya pelunasan utang dan di jaminkan 

dalam perjanjian lain. Para pihak dalam kasus ini diduga telah melakukan perbuatan 

melawan hukum terhadap Hak Tanggungan milik PT. Aldy Wijaya. 

Dalam putusan tersebut diatas, petitum menyatakan penggugat yaitu Heru 

Supriyadi dan Luki Setiabudi memohon agar menghukum para tergugat yaitu ahli 

waris alm. Nur Hidayat sebagai perseorangan dan juga sebagai direksi PT. Aldy 

Wijaya serta Bank Tabungan Negara atau Bank BTN apabila tidak dapat membayar 

ganti kerugian yang timbul maka dilakukan eksekusi dan lelang terhadap harta 

milik tergugat berupa rumah permanen dan segala sesuatu yang berada dan tumbuh 

di atasnya dengan sertifikat nomor 1162/Boyolangu, sertifikat nomor 

1058/Boyolangu, sertifikat nomor 1118/Boyolangu dan sertifikat nomor 

1143/Boyolangu yang mana sertifikat tersebut merupakan aset PT. Aldy Wijaya 

yang telah di jaminkan kepada Bank Tabungan Negara atau Bank BTN dalam 

perjanjian kredit KYG.  
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Dalam uraiannya diketahui bahwa penggugat telah menerima pembayaran 

atau pengembalian modal senilai dengan 6 (enam) sertifikat dan menuntut untuk 

mengembalikan sisanya. Namun seperti yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa 

sertifikat tersebut adalah bagian dari sertifikat tanah milik PT. Aldy Wijaya yang 

telah dijaminkan kepada bank dalam perjanjian kredit yasa griya tertanggal 31 Mei 

2012. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK 

TANGGUNGAN PT. ALDY WIJAYA YANG BERADA PADA 

PENGUASAAN PIHAK KETIGA (Analisa Putusan Nomor 

27/Pdt.G/2017/PN.Byw)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah aset Perseroan Terbatas (PT) dapat dijadikan jaminan kredit 

secara pribadi oleh Direktur PT? 

2. Apakah Hak Tanggungan yang beralih dalam penguasaan pihak ketiga 

sebelum terjadi pelunasan utang merupakan perbuatan melawan 

hukum? 

3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 

27/Pdt.G/2017/PN.Byw yang mengabulkan sebagian gugatan sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam penulisan proposal ini, penulis bermaksud untuk mencapai 2 (dua) 

tujuan dengan mengadakan suatu penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 

yang diuraikan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut: 
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1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang 

bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum 

Universitas Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana 

Hukum; 

2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang 

hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya; 

3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah 

diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang 

terjadi di lapangan masyarakat. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengakaji dan menganalisis tentang penggunaan aset perseroan 

terbatas yang digunakan sebagai jaminan kredit secara pribadi oleh 

Direktur PT. 

2. Untuk mengkaji dan mengalisis tentang perbuatan melawan hukum 

oleh pihak ketiga yang menguasai Hak Tanggungan sebelum terjadi 

pelunasan utang 

3. Untuk mengkaji, mengkaji dan mengalisis pertimbangan hukum hakim 

dalam memutus perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw yang 

mengabulkan sebagian gugatan.  

1.4 Metode Penelitian 

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, 

karena ciri dari ilmu adalah dengan metode. Metode cara untuk melakukan sesuatu 

yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh jalan tertentu untuk 

mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. 

Langkah-langkah yang di ambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan 

tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Penulisan 

karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal 

tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan agar 
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memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang 

dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis 

hukum. 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah 

mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan 

sebagai referensi untuk yang di telaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris 

yang akan di peroleh melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah 

dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.6 Dalam 

melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi 

masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi 

dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagai konsekuensi 

pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya 

adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 

 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan 

pendekatan tersebut peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya, berkaitan dengan hal tersebut penulis 

menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :7 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)  

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi 

                                                             
6Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media 

Group, hlm. 33 
7 Ibid,hlm. 133 
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peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu 

undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang 

dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi 

yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut 

akan dapat mengetahui mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara 

undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. 

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)  

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan 

pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. 

Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana 

ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep 

hukum dapat ditemukan juga di dalam undang-undang.8 

 

1.4.3  Bahan Hukum  

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan 

atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang 

diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan 

hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, bahan non hukum. 

 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.9 Adapun sumber bahan hukum yang 

digunakan dalam penulisan proposal ini antara lain :  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

                                                             
8 Ibid, hlm. 178 
9 Ibid, hlm. 181 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 

5. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Byw 

 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.10 

1.4.3.3 Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bahan yang diambil dari internet sebagai bahan 

pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. 

  

1.5 Analisis Bahan Hukum  

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan deduktif, yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan logika 

untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang 

diberikan. Pendekatan secara deduktif juga berarti menarik dari suatu hal yang 

umum kepada suatu hal yang khusus. Dalam melakukan penelitian hukum, 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :  

                                                             
10 Ibid. hlm.181 
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1. Mengindentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal 
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak 
dipecahkan. 

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya 
dipandang mempunyai keterkaitan. 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 
pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang 
menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut. 

5. Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang dibuat 
dalam bentuk kesimpulan 

 

Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat 

preskriptif dan terapan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor.27/Pdt.g?2017/PN.Byw. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perlindungan Hukum 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

 Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang 

mengancam kepentingannya sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau 

keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-

kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu ia 

memerlukan bantuan manusia lain. Kerjasama dengan manusia lain akan lebih 

mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.1 

Perlindungan memiliki arti berbeda tergantung dari sudut mana ia di artikan. 

Perlindungan dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti yang berbeda dengan perlindungan menurut ilmu hukum. 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia:2  

“Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti 

mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi.” 

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum 

yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan suatu 

bentuk rasa aman yang diberikan oleh hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh 

subjek hukum. 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa 

perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

subjek hukum dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak 

tersebut. 

                                                             
1 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, 

Liberty Yogyakarta, hlm. 1 
2Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui https://kbbi.web.id/lindung diakses pada 8 

November 2018 pukul 09.26 WIB 
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2.1.2 Macam – macam Perlindungan Hukum 

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi rakyat yang dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu : 

1. Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum kepada 

rakyat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) 

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk 

yang menjadi definitife. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. Perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.3 

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada  

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip 

Negara hukum.4 

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas juga memiliki tujuan. 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan. 

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

 

2.2 Perjanjian 

Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di 

Indonesia. Janji adalah suatu sendi yang sangat penting dalam Hukum Perdata 

sebab di dalamnya banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar 

pada janji seseorang. 

 

 

 

                                                             
3 Muchlisin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia, Surakarta, Magister 

Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14 
4 Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 
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2.2.1 Pengertian Perjanjian 

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Perdata diuraikan bahwa 

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji 

kepada seseorang atau pihak lain dimana para pihak saling mengikat untuk 

melaksanakan suatu hal yang dinamakan prestasi, serta mengakibatkan timbulnya 

suatu hubungan antara para pihak tersebut. 

Dalam bahasa Belanda, hukum perjanjian di namakan “het 

verbintenissenrecht” dan yang sebagian besar dimuat dalam Buku III dari Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata dan dalam Wetboek van Koophandel. Perjanjian 

sendiri berarti suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada 

seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu salin berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. 

Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mencantumkan pula 

syarat yang mana suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi:  

(1) Sepakat untuk saling mengikatkan diri;  

(2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;  

(3) Suatu hal tertentu dan  

(4) Suatu sebab yang halal. 

Dinyatakan juga dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata 

bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para 

pihak yang membuatnya. Dengan begitu, setiap perjanjian yang telah dibuat 

hendaknya agar dilaksanakan oleh para pihak yang mengikatkan diri. 

 

2.2.2 Asas-asas Perjanjian 

 Menurut Herlien Budiono, secara umum terdapat tiga asas dalam perjanjian, 

yaitu: 5 

a. Asas konsesualisme (Consensualisme) 

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum 

Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu 

                                                             
5 Herlin Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, hlm. 29 
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perjanjian. Dalam asas konsesualisme perlu diperhatikan bahwa terdapat 

pengecualian yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang 

mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang 

disyaratkan oleh undang-undang.6 

b. Asas kekuatan mengikat (Verbindende Kracht der Overeenkomst) 

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini 

juga dikenal dengan adagium pacta sunt servanda. 

c. Asas kebebasan berkontrak (Contractsvrijheid) 

Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang menurut kehendak bebasnya 

dapat membuat perjanjian dan mengikat diri dengan siapapun yang dia 

kehendaki, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang bersifat memkasa, ketertiban umum dan kesusilaan. 

 

Asas-asas ini memiliki peranan dalam mewujudkan sebuah perjanjian 

seperti ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau syarat sahnya suatu perjanjian. 

Pada dasarnya asas-asas perjanjian tidak dapat dianggap sebagai norma hukum 

yang konkrit namun dapat di jadikan sebagai dasar-dasar umum yang berlaku ketika 

akan membuat suatu perjanjian. 

 

2.2.3 Macam-macam Perjanjian 

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibedakan 

mejadi beberapa macam, yaitu:7 

a. Perikatan bersyarat (voorwaardelijk) 

Pada Pasal 1253 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 

suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu 

                                                             
6 Komariah, 2002, Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 

173 
7 Syafnil Gani, USU Open Course Ware, 2014, Hukum Perikatan, melalui 

http://ocw.usu.ac.id/download/10500000010hukumperusahaan/kn_508_slide_hukum_perikatan.pd
f diakses pada 8 November 2018 pukul 13.05 WIB 
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peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara 

menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun 

secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.  

b. Perikatan dengan ketetapan waktu (tidjsbepaling) 

Menurut Pasal 1286 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dikatakan 

bahwa suatu ketetapan waktu tidak, menangguhkan perikatan, melainkan 

hanya menangguhkan pelaksanaannya. Waktu yang ditetapkan itu adalah 

peristiwa yang masih akan terjadi atau terjadinya sudah pasti atau berupa 

tanggal yang sudah tetap. Ini menjelaskan bahwa ketetapan waktu yang 

dimaksud tidak menangguhkan lahirnya perikatan melainkan hanya 

menangguhkan pelaksanaannya sehingga dapat diketahui bahwa perikatan 

dengan ketetapan waktu pada dasarnya telah lahir perikatan hanya saja 

pelaksanaan dari hal yang di janjikan tertunda sampai waktu yang tepat. 

c. Perikatan mana suka (alternatif) 

Pasal 1272 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengatakan 

bahwa dalam perikatan mana suka debitur dibebaskan jika telah 

menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan 

tetapi tidak bisa memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari barang 

yang satu dan sebagian dari barang lainnya.  

Objek prestasi dalam perikatan ini ada dua macam benda. Dalam perikatan 

ini debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua 

benda yang menjadi objek perikatan. Jika debitur telah memilih salah satu 

dari dua benda yang diperjanjikan maka debitur dianggap telah 

melaksanakan prestasinya sehingga dia dibebaskan dan perikatan dapat 

dinyatakan berakhir. 

d. Perikatan tanggung renteng (solidair) 

Pada Pasal 1278 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 

suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng 

terjadi beberapa orang berpiutang, jika didalam persetujuan secara tegas 

kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh 

utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan 
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orang yang berutang perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi 

diantara beberapa orang berpiutang tadi. Dalam perikatan ini terdapat 

beberapa orang yang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang 

(perikatan tanggung-menanggung aktif) kepada seseorang yang memberi 

utang, atau sebaliknya (perikatan tanggung menanggung pasif).  

e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 

Pada Pasal 1296 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 

suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar 

perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu 

perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-

bagi, baik secara nyata-nyata maupun secara perhitungan.  

f. Perikatan dengan penetapan hukuman (strabeding) 

Pada Pasal 1304 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 

ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana 

seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan 

sesuatu, manakala perikatan itu tidak terpenuhi. Perikatan ini bertujuan 

untuk mencegah agar debitur tidak dengan mudah melalaikan 

kewajibannya. Umumnya, hukuman ditetapkan dalam suatu nominal uang 

tertentu yang merupakan pembayaran apabila terjadi kerugian yang telah 

ditetapkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian sejak awal.  

 

Perjanjian merupakan sumber terpenting sebelum terjadinya perikatan yang 

dapat di ketahui dari pengertian-pengertian diatas, yang telah menguraikan macam-

macam perjanjian. Sebagian besar perikatan memang dilahirkan dari suatu 

perjanjian tetapi perjanjian juga dapat lahir dari sumber-sumber yang lain seperti 

misalnya perjanjian yang lahir dari undang-undang. Perjanjian sendiri telah bersifat 

seperti undang-undang bagi para pihak yang berjanji. 
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2.3 Perseroan Terbatas (PT) 

2.3.1 Pengertian PT 

Perseroan Terbatas atau PT merupakan suatu badan usaha yang berbadan 

hukum, dimana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki 

bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh pemilik saham adalah sebesar saham yang dimilikinya. 

Pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 

1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya. Status badan hukum PT harus disahkan oleh 

Negara/Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM.8 

PT merupakan suatu badan hukum sehingga PT merupakan salah satu 

subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum. PT tidak dapat 

melakukan perbuatan hukumnya sendiri melainkan dengan diwakili oleh direksinya 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 

 

2.3.1 Kepengurusan PT 

Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan 

persekutuan modal dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik 

modal mempunyai tanggung jawab sesuai dengan besaran saham yang dimilikinya. 

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan 

hukum demi kepentingannya dengan di wakili oleh organ Perseroan Terbatas (PT). 

Organ PT meliputi (Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas):  

(a) Rapat Umum Pemegang Saham,  
(b) Direksi, dan  

                                                             
8 Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, Panduan 

Praktis SABH, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.41. 
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(c) Dewan Komisaris.  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ PT yang mempunyai 

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas 

yang ditentukan dalam Undang – Undang  Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran 

Dasar PT. Dengan kata lain RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

PT. 

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai maksud dan tujuan 

PT serta mewakili PT di dalam atau di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran 

dasar. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasehat kepada 

Direksi.9 

Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ PT dengan 

menatasnamakan PT merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT selaku 

subjek hukum apabila perseroan telah berbadan hukum. PT yang telah berbadan 

hukum maka direksi tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas segala 

perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. 

 

2.4 Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan identik dengan hak jaminan. Maka dari itu Hak 

Tanggungan memiliki kaitan erat dengan perjanjian kredit atau perjanjian utang-

piutang lainnya. Tidak semua jaminan dapat di bebani dengan Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan hanya dapat di bebankan kepada jaminan benda tidak bergerak. 

 Lahirnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah merupakan upaya 

untuk memberikan kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut sebagai jaminan. 

                                                             
9 Ibid. 
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Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka pemenuhan syarat subjektif pemberian Hak 

Tanggungan adalah pemenuhan syarat subjektif sahnya perjanjian.10  

Perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang lainnya yang menggunakan 

benda tidak bergerak sebagai jaminan atas utangnya hendaknya sesuai dengan 

ketentuan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

 

2.4.1 Pengertian Hak Tanggungan 

Tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain.  

Hak Tanggungan merupakan suatu bentuk peralihan hak dari debitur kepada 

kreditur guna menjamin pelunasan utang melalui pendaftaran pada kantor 

pertanahan. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di 

dalam perjanjian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang-

piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang 

tersebut atau yang lazim disebut sebagai perjanjian accesoir. 

 

2.4.2 Subjek dan Objek Hak Tanggungan 

Dalam Pasal 8 dan  Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 

subjek Hak Tanggungan adalah pemberi maupun pemegang Hak Tanggungan baik 

                                                             
10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Hak Tanggungan, Jakarta, Prenada Media 

Group, hlm. 20 
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perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum, terhadap objek Hak Tanggungan  

Objek Hak Tanggungan disebutkan dalam Pasal 4 jo Pasal 27 Undang – 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu: 

a. Yang ditunjuk oleh Undang – Undang Pokok Agraria sesuai dengan Padal 

16 ayat (1) huruf a, b, c sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

Undang – Undang Pokok Agraria. Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda 

Yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan hak atas tanah yang dapat 

dibebani hak tanggungan adalah: 

1. Hak Milik (Pasal 25 Undang – Undang Pokok Agraria) 

2. Hak Guna Usaha (Pasal 33 Undang – Undang Pokok Agraria) 

3. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 Undang – Undang Pokok Agrarian) 

b. Yang ditunjuk oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 

Rumah Susun (Pasal 12 dan 13 Undang – Undang Rumah Susun jo Pasal 

27 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah) 

c. Yang ditunjuk oleh Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah (Pasal 4 ayat (2)). Hak pakai atas tanah negara yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat 

dipindahtangankan. 

d. Hak pakai atas tanah hak milik yang akan diatur kemudian dengan Peraturan 

Pemerintah (Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah). 11 

Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan atau accessoir yang tidak 

dapat dipisahkan dari perjanjian utama. Oleh karena Hak Tanggungan juga 

                                                             
11 Ibid, hlm.33-33. 
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merupakan sebuah perjanjian maka berlaku pula syarat sah perjanjian atas Hak 

Tanggungan.
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BAB 4 PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Aset Perseroan Terbatas tidak dapat dijadikan jaminan kredit secara pribadi 

oleh Direktur PT. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana yang dapat dilakukan oleh subjek hukum perseorangan, salah 

satunya adalah membuat perjanjian kredit. Dalam menjalankan usahanya, 

Perseroan memiliki modal dasar yang baik penambahannya maupun 

pengurangannya haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

sehingga tidak dapat diputuskan sendiri atau secara pribadi oleh direksi 

perseroan. Hal ini tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 

2. Beralihnya Hak Tanggungan kepada pihak lain atau pihak ketiga sebelum 

terjadi suatu pelunasan utang merupakan perbuatan melawan hukum karena 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang – 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan dapat 

dihapuskan apabila terjadi pelunasan utang yang dijamin, pemegang Hak 

Tanggungan melepaskan Hak Tanggungan kepada pemberi Hak 

Tanggungan dan pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan peringkat oleh 

Ketua Pengadilan. Hak Tanggungan juga dapat beralih kepada kreditur lain 

atau pihak ketiga dengan cara melalui cessie, subrogasi, pewarisan atau 

sebab-sebab lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 
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3. Pertimbangan hukum hakim dalam putuan ini adalah perjanjian utang-

piutang Nomor 96 tanggal 27 Oktober 2014 bertentangan dengan syarat sah 

perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang - 

Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal karena melanggar 

ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, sehingga hakim memutuskan untuk 

membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian hakim memutuskan agar Para 

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan ke-4 

(empat) sertifikat objek perkara kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi tidaklah tepat. Hal ini didasarkan pada tidak atau belum 

didaftarkannya objek jaminan sebagai Hak Tanggungan sehingga belum ada 

peralihan hak dari PT. Aldy Wijaya kepada Bank BTN selaku kreditur. 

 

4.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi 

ini adalah: 

 

1. Hendaknya penggunaan aset PT dan akses pengelolaan akses PT diatur 

dalam sebuah aturan khusus dalam anggaran dasar sebagaimana telah diatur 

juga dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas agar direksi PT tidak dapat menggunakan aset PT dengan bebas 

untuk kepentingan pribadi.  

 

2. Hendaknya para penggugat dan para tergugat dalam membuat suatu 

perjanjian utang-piutang dengan benda tak bergerak sebagai jaminan agar 

segera didaftarkan sampai tuntas dan memiliki Akta Pemberian Hak 

Tanggungan atau (APHT) sehingga peralihan hak dari debitur kepada 

kreditur mendapat perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan yang 

tertulis dalam Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
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3. Hendaknya bank selaku kreditur lebih berhati-hati dan melakukan evaluasi 

menyeluruh dalam memberikan pinjaman. Jika jaminan utang merupakan 

suatu hak atas tanah maka sebaiknya segera di ikat dengan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan dan di daftarkan pada kantor pertanahan agar tidak terjadi 

kerugian yang lebih besar apabila kelak di kemudian hari debitur 

wanprestasi.  

 

4. Hendaknya Hakim memeriksa lebih teliti untuk memutus suatu perkara dan 

menggunakan hukum positif agar dijadikan putusan yang berkepastian, 

berkeadilan, dan mempunyai kemanfaatan. Sebab pertimbangan hukum 

hakim yang memutuskan agar Para Penggugat Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi mengembalikan objek sengketa berupa 4 (empat) sertifikat 

milik PT. Aldy Wijaya kepada Tergugat IV Konvensi/Penggugat 

Rekonvens tidaklah tepat. Hak atas tanah dari objek tersebut belum beralih 

dari PT. Aldy Wijaya sebab objek sengketa belum di daftarkan pada kantor 

pertanahan sebagai jaminan Hak Tanggungan, sesuai dengan ketentuan dari 

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang mana tidak menjadi 

bahan pertimbangan hukum hakim. 
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